Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Pengaturan penyelesaian sengketa hak cipta menurut undang-undang
hak ciptadi Indonesia: Suatu tinjauan yuridis

Hutagaol, Arifin Rusdli, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=83376& |okasi=|okal

Indonesia sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi Persetujuan TRIPs melalui Persetujuan WTO,
mempunyai konsekwensi untuk menerapkan TRIPs didalam Undang-undang Hak Ciptanya. Hal tersebut
telah dilakukan Indonesia dengan menyesuaikan Undang-undang Hak Ciptanya dengan K etentuan didalam
TRIPs. Penyesuaian yang paling akhir adalah dibuatnya Undang-undang Hak Cipta yang baru yaitu
Undang-undang Nomor 19 tahun 2002. Isi dari Undang-undang ini pada dasamya merupakan penerapan dari
ketentuan minimal yang ada didalam persetujuan TRIPs.

Dalam rangka penyel esaian sengketa hak cipta, Undang-undang hak cipta menentukan dapat dilakukan
melalui jalur litigasi dari alternatif penyelesaian sengketa. Maksudnyajalur litigasi adalah melalui proses
perdata dan pidana. Dalam memeriksa pelanggaran hak cipta melalui jalur perdata, dasar hukumnya adalah
Undang-undang Hak Cipta. Apabila Undang-undang Hak Ciptatidak mengaturnya, maka yang berlaku
adalah KUHPerdata untuk hukum materilnya dan HIR untuk Hukum formilnya.

Memeriksa pelanggaran hak cipta melalui jalur pidana, dasar hukunmya adalah Undang-undang Hak Cipta.
Apabila Undang-undang Hak Cipta tidak mengaturnya, maka yang berlaku adalah Hukum pidana umum
yaitu, KUHP untuk hukum materiilnya dan KUHAP untuk hukum formilnya.

Y ang menjadi masalah adalah mengenal penetapan sementara pengadilan, apakah dapat diterapkan oleh
Pengadilan, sebab yang dimaksud dengan penetapan ini adalah penetapan yang dikeluarkan pengadilan
sebelum gugatan perkara pelanggaran hak cipta didaftarkan di Pengadilan. Pembatasan jangka waktu
pemeriksaan perkara perdata pelanggaran hak cipta di pengadilan yang ditentukan didalam Undang-undang
Hak Cipta, bertujuan agar pemeriksaan perkaratidak terlalu lama. Tapi persoalannya keterlambatan
pemeriksaan perkara biasanya dikarenakan oleh para pihaknya sendiri. Sementaraitu tidak sanksi bagi para
pihak yang memperlambat perkara tersebut.

Alternatif penyelesaian sengketa yang diuraikan disini hanya Arbitrase dan Mediasi, karena caraini yang
paling dikenal di Indonesia. Sementaraitu Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian
sengketa yang sedang dikembangkan di peradilan di Indonesia.
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